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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada tanggal 9 Mei 2022 lalu merupakan 

terobosan hukum dalam hal memberikan dasar untuk pengaturan terhadap 

kekerasan seksual di Indonesia. Pengesahan UU TPKS memiliki arti penting dalam 

memperkuat pengaturan tentang tanggung jawab negara untuk mencegah, 

menangani, melindungi korban, menuntut pelaku, memidanakan pelaku, serta 

memberi ganti rugi kepada korban kekerasan seksual dan menjamin pemenuhan 

hak-hak korban secara komprehensif. UU TPKS juga memberikan jaminan untuk 

mewujudkan hak-hak korban secara menyeluruh dan mengamanatkan kewajiban 

negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik para korban. Apabila 

dilihat secara khusus dari kelima aspek dari Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang 

Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan, maka 

terdapat kesimpulan khusus dari masing-masing aspek dari hasil analisis yaitu 

sebagai berikut: 

6.1.1 Prevention (Pencegahan) 

UU TPKS telah mengatur pencegahan kekerasan seksual melalui 

sosialisasi, partisipasi masyarakat, keluarga, yang bertujuan untuk mengedukasi 

tentang akar penyebab yang mendasari kekerasan seksual, lalu penyelenggaraaan 
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pendidikan dan pelatihan bagi APH dan tenaga layanan, penjalinan kerjasama untuk 

memaksimalkan penyelenggaraan pencegahan, dan bersinergi dengan berbagai 

lembaga di berbagai bidang pendidikan, pemerintahan, keagamaan, dan seterusnya. 

Pencegahan kekerasan seksual menyentuh berbagai bidang atau sektor agar 

pelaksanaan pencegahan dapat berjalan lebih efektif. Namun, penyelenggaraan 

pencegahan saat ini masih menemui tantangan karena belum diterbitkannya 

peraturan pelaksana yang diamanatkan yaitu melalui RPP Pencegahan Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban 

TPKS dan RPerpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 

yang saat ini masih dalam proses penyusunan di KemenPPPA. 

6.1.2 Protection (Perlindungan) 

UU TPKS telah menjamin hak korban akan atas perlindungan yang meliputi 

pemberian akses informasi tentang pelaksanaan perlindungan, perlindungan dari 

ancaman atau kekerasan oleh pelaku kekerasan, kerahasiaan, perlindungan dari 

sikap dan perilaku aparat penegak hukum agar penyintas tidak direndahkan, 

perlindungan dari kehilangan pekerjaan, dan akses ke pendidikan atau politik dan 

keamanan dan perlindungan para korban dari tuntutan pidana atau tuntutan perdata 

atas kejahatan kekerasan seksual yang telah mereka laporkan. Selain itu, sebagai 

respon menyeluruh terhadap korban, telah diperkenalkan mekanisme perintah 

perlindungan. Korban juga berhak atas layanan perlindungan terpadu. Sesuai 

dengan prinsip due diligence, perlindungan yang diatur dalam UU TPKS bertujuan 

untuk melindungi korban dari penganiayaan lebih lanjut dan menjaga mereka tetap 

aman dari jangkauan pelaku. Tetapi penerapan aspek perlindungan ini masih 
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menemui beberapa tantangan, misalnya keterbatasan jumlah rumah aman di setiap 

daerah sehingga korban kesulitan mengaksesnya, tidak adanya UPTD PPA di 

daerah-daerah tertentu, dan juga sumber daya manusia yang tersedia untuk 

menangani masalah TPKS di tingkat daerah belum sepenuhnya memadai. Selain itu 

peraturan pelaksana untuk menunjang terlaksananya pemenuhan hak perlindungan 

bagi korban masih belum diterbitkan, yaitu melalui RPP tentang Pencegahan 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan 

Korban TPKS, RPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu PPA di 

Pusat, dan RPerpres tentang UPTD PPA. 

6.1.3 Prosecution (Penuntutan) 

UU TPKS telah memiliki pengaturan hukum yang komprehensif, mulai dari 

penyidikan hingga penuntutan dan persidangan yang menjunjung tinggi prinsip 

non-intimidasi. UU TPKS juga mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, dan 

hakim dalam memeriksa saksi/korban/tersangka/terdakwa tidak boleh menghakimi 

cara hidup dan moralitasnya, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan 

yang menjebak atau menimbulkan trauma bagi korban atau pertanyaan yang tidak 

ada hubungannya dengan kasus. Salah satu poin yang patut diapresiasi dan dicatat 

dalam sejarah reformasi peradilan pidana di Indonesia adalah kualifikasi benda 

bukti sebagai bagian dari bukti hukum dalam kasus kejahatan kekerasan seksual. 

UU TPKS telah memperluas dan menambah jenis alat bukti yang dapat digunakan 

untuk membuktikan kasus kekerasan seksual. UU TPKS dengan tegas melarang 

penyelesaian kasus kekerasan seksual di luar pengadilan. Contoh dari penyelesaian 

kasus di luar pengadilan adalah dengan menggunakan mekanisme restorative 
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justice. Namun, implementasi penuntutan atas perkara kekerasan seksual masih 

menemui tantangan, seperti APH yang lebih mengutamakan keterangan saksi di 

atas alat bukti lain, kecenderungan korban untuk tidak menyimpan barang bukti, 

kurangnya sumber daya yang berkaitan dengan investigasi forensik, dan masih 

adanya budaya hukum di lembaga penegak hukum yang mempromosikan dan 

memfasilitasi perdamaian antara pelaku dan korban. 

6.1.4 Punishment of Perpetrators (Pemidanaan/Hukuman bagi Pelaku) 

Aspek progresif lainnya dalam UU TPKS adalah pengenalan lima belas 

bentuk kekerasan seksual dan sembilan diantaranya yang belum pernah diatur pada 

peraturan terdahulu. Aspek substansial dari undang-undang ini lebih komprehensif 

dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, menjangkau bentuk-bentuk 

kekerasan seksual yang terjadi tanpa persetujuan atau consent berdasarkan 

ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Selain menjatuhkan pidana 

kepada pelaku, UU TPKS juga mengatur bahwa pelaku dapat dikenakan 

rehabilitasi. Adapun tantangan dalam pemidanaan pelaku dalam perkara kekerasan 

seksual seperti, aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim belum 

memiliki pemahaman yang sama terkait UU TPKS. Karena kurangnya sosialisasi, 

aparat masih menangani kasus kekerasan seksual menurut undang-undang selain 

UU TPKS, seperti KUHP. Kemudian kapasitas dan kompetensi aparat penegak 

hukum serta pendamping korban masih kurang memadai dan tersebar tidak merata 

di seluruh Indonesia. 
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6.1.5 Provision of Redress and Reparation for Victims/Survivors (Pemberian 

Ganti Rugi dan Pemulihan bagi Korban/Penyintas) 

UU TPKS juga secara komprehensif mengatur hak korban atas pemulihan 

yang meliputi rehabilitasi medis, psikologis dan sosial, pemberdayaan sosial, 

restitusi dan/atau kompensasi dan reintegrasi sosial. Ketentuan mengenai hak 

pemulihan dapat diterapkan sebelum, selama, dan sesudah proses peradilan. Selain 

itu, pengaturan tentang restitusi dipandang lebih progresif dalam UU TPKS karena 

merupakan pidana pokok. Berbeda dengan aturan sebelumnya yang menentukan 

bahwa restitusi hanya sebagai pidana tambahan. Apabila pelaku tidak mampu 

membayar restitusi, maka negara berkewajiban memberikan kompensasi kepada 

korban melalui Dana Bantuan Korban (DBK) dan pengaturannya akan diatur lebih 

lanjut pada RPP tentang Dana Bantuan Korban TPKS. Tetapi peraturan pelaksana 

tersebut sampai saat ini masih berjalan prosesnya dan belum diterbitkan sehingga 

menimbulkan tantangan bagi pemenuhan hak korban atas pemberian ganti rugi.  

6.2 Saran 

Dari hasil analisis UU TPKS berdasarkan Kerangka Uji Cermat Tuntas 

Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap 

Perempuan, maka saran atau rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Menyegerakan penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS yang telah 

dimandatkan. Tanpa peraturan-peraturan pelaksana yang telah 

diamanatkan, implementasi UU TPKS tidak akan berjalan dengan efektif. 

Selain itu, peraturan pelaksana UU TPKS harus disusun dengan baik dan 

juga matang dan memperhatikan berbagai kebutuhan tersebut. Peraturan 

pelaksana tersebut diantaranya adalah:  
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a. Peraturan pelaksana tentang pencegahan, perlindungan, dan 

pemulihan melalui RPP tentang Pencegahan Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan 

Korban TPKS (amanat dari Pasal 80) 

b. Peraturan pelaksana penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan 

melalui RPerpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan Terpadu Bagi APH dan Tenaga Layanan pada Lembaga 

Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat (amanat dari Pasal 81 Ayat 

4)  

c. Peraturan pelaksana penyelenggaraan perlindungan bagi korban 

dengan pembentukan Pelayanan Terpadu di pusat dan daerah 

melalui RPerpres tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat (amanat dari Pasal 70 

ayat 4 dan Pasal 75), dan RPerpres tentang UPTD Perlindungan 

Perempuan dan Anak (amanat dari Pasal 78) 

d. Peraturan pelaksana tentang Dana Bantuan Korban, yang 

menyangkut tentang restitusi untuk korban yang menerima 

kompensasi yang tidak memadai dari pelaku. Jika harta kekayaan 

terpidana tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi, UU TPKS 

mewajibkan negara untuk mengganti rugi kepada korban. 

Pengaturan tersebut akan diatur pada RPP tentang Dana Bantuan 

Korban TPKS (amanat dari Pasal 35 Ayat 4). 
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2. Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung RI menerbitkan atau 

memutakhirkan peraturan di lingkungannya masing-masing dengan 

mengadaptasi dan mengintegrasikan ketentuan UU TPKS. 

3. Untuk mempercepat terwujudnya infrastruktur dan pendanaan UPTD PPA 

di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan 

sumber daya dari sumber APBD atau sumber pendanaan lainnya. Agar 

lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dapat memberikan layanan 

sebagaimana yang dimandatkan dalam UU TPKS, pemerintah daerah juga 

harus mendukung keberadaannya dengan menyediakan dana, infrastruktur, 

dan fasilitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 
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